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Abstrak: Penelitian ini membahas kedudukan dan pengujian hukum Surat Keputusan (SK) Pemberhentian 

Aparatur Sipil Negara (ASN) pasca putusan pidana dalam perspektif hukum administrasi negara serta 

pertimbangan hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Penelitian ini menggunakan 

metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa meskipun SK pemberhentian didasarkan pada putusan pidana yang berkekuatan 

hukum tetap, pemberhentian tidak terjadi otomatis dan tetap memerlukan tindakan administratif oleh 

pejabat yang berwenang. SK pemberhentian ASN merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat diuji 

di PTUN apabila terdapat dugaan cacat kewenangan, prosedur, atau substansi, termasuk ketidakpatuhan 

terhadap asas legalitas dan asas umum pemerintahan yang baik. Dalam praktik PTUN Bandung, hakim 

menegaskan bahwa pengujian dilakukan terhadap legalitas SK, bukan terhadap putusan pidana, dengan 

mempertimbangkan kewenangan pejabat, prosedur administratif, dan kesesuaian substansi keputusan. 

Penelitian ini menegaskan fungsi PTUN sebagai pengawas legalitas tindakan administrasi negara untuk 

menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak ASN. 

Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara, Pemberhentian ASN, Keputusan Tata Usaha Negara, PTUN Bandung, 

Hukum Administrasi Negara.  

 

mailto:eugenius_anthony%20salim@gmail.com1
mailto:ahbarkatullah@ulm.ac.id2
mailto:nazwaclarissa947@gmail.com3
mailto:sucipanjaitan24@gmail.com4
mailto:TaufiqRamadhan@unimed.ac.id5


49 

Sitohang, dkk. Kedudukan Surat Keputusan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Pasca Putusan Pidana Sebagai Objek 

Sengketa Tata Usaha Negara: Studi Putusan Ptun Bandung 

 

 

PENDAHULUAN 

Sebagai negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan 

yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini berlaku pula dalam hubungan 

kepegawaian, di mana pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan keputusan 

administratif yang berdampak langsung terhadap status dan hak seorang ASN sebagai pegawai 

negara. Ketentuan mengenai kedudukan ASN dan mekanisme pemberhentiannya diatur dalam 

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, sedangkan prinsip 

kewenangan serta tata cara pengambilan keputusan pemerintahan diatur dalam Undang Undang 

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam konteks ini, setiap keputusan 

yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara wajib memenuhi asas legalitas, asas kepastian 

hukum, dan asas asas umum pemerintahan yang baik, sehingga tidak menimbulkan tindakan yang 

sewenang wenang atau merugikan hak ASN. 

Dalam sistem peradilan administrasi, suatu keputusan administratif dapat dijadikan objek 

sengketa apabila memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang undangan, KTUN adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh 

pejabat tata usaha negara, bersifat konkret, individual, final, serta menimbulkan akibat hukum bagi 

pihak tertentu. Dengan unsur unsur tersebut, keputusan seperti SK pemberhentian ASN dapat diuji 

melalui peradilan tata usaha negara apabila terdapat dugaan pelanggaran prosedur atau bertentangan 

dengan ketentuan hukum administrasi. 

Permasalahan semakin kompleks ketika Surat Keputusan (SK) Pemberhentian ASN 

diterbitkan setelah adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Secara umum, 

putusan pidana berfungsi sebagai penetapan pertanggungjawaban pidana seorang ASN terhadap 

perbuatan melawan hukum. Namun, penerbitan SK pemberhentian tidak terjadi secara otomatis 

begitu putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Dalam praktiknya, terdapat sejumlah sengketa di 

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung di mana ASN menggugat legalitas SK pemberhentian 

tersebut, dengan alasan bahwa pejabat yang menerbitkan tidak menjalankan prosedur administratif 

dengan benar atau tidak memenuhi asas kewenangan yang sah. 

Selain itu, perlu dibedakan antara akibat hukum putusan pidana dan kewenangan 

administratif dalam menerbitkan SK pemberhentian. Putusan pidana jelas menghasilkan konsekuensi 

hukum pidana bagi terpidana, tetapi pelaksanaan pemberhentian sebagai tindakan administratif tetap 

memerlukan keputusan yang sah dan sesuai ketentuan hukum administrasi negara. Jika tindakan 

administratif tersebut tidak memenuhi unsur KTUN atau melanggar asas pemerintahan yang baik, 

maka keputusan itu dapat menimbulkan sengketa hukum di PTUN. Analisis yuridis diperlukan untuk 

menegaskan kedudukan SK pemberhentian ASN pasca putusan pidana sebagai objek sengketa di 

peradilan tata usaha negara, khususnya dalam praktik di PTUN Bandung, serta untuk memastikan 

bahwa perlindungan hukum bagi ASN tetap terjamin. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Kedudukan Surat Keputusan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Pasca Putusan Pidana 

Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara 

Aparatur Sipil Negara memiliki peran penting untuk memberikan pelayanan kepada publik  

secara  professional.  Dalam  Pemberhentian ASN tidak  dengan  hormat ini harus  dilakukan  dengan  

memperhatikan  prinsip  keadilan  dan  ketentuan  hukum yang  berlaku.  Walaupun  seorang ASN 

telah  diberhentikan  tidak  dengan  hormat sebagai ASN, akan tetapi hak asasinya sebagai seorang 

manusia masihlah melekat, tidaklah bisa dihilangkan oleh siapapun ataupun dalam situasi 

bagaimanapun(Muhammad Amin Zain 2024). 

Pemberhentian ASN dilakukan setelah adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum 

tetap (inkracht). Namun secara konseptual, putusan pidana dan SK pemberhentian berada dalam dua 
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rezim hukum yang berbeda, yaitu hukum pidana dan hukum administrasi negara. Putusan pidana 

menyangkut pertanggungjawaban individu atas tindak pidana, sedangkan SK pemberhentian 

merupakan tindakan administratif yang dikeluarkan pejabat tata usaha negara berdasarkan 

kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.  

Surat Keputusan (SK) pemberhentian ASN setelah adanya putusan pidana tetap merupakan 

keputusan administratif yang harus mengikuti aturan hukum yang berlaku. Memang benar bahwa 

ASN yang telah dijatuhi pidana dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat 

diberhentikan, terutama jika tindak pidana tersebut berkaitan dengan jabatan atau memenuhi 

ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Namun, pemberhentian tersebut tidak boleh 

dilakukan secara otomatis tanpa prosedur. Pejabat yang berwenang tetap harus menerbitkan SK 

sesuai mekanisme administratif yang sah, memperhatikan asas legalitas dan keadilan. Hal ini 

menunjukkan bahwa meskipun ada putusan pidana, tindakan administratif tetap harus berdiri sendiri 

dan tunduk pada hukum administrasi negara. 

Proses  pemberhentian  tidak  hormat  harus  melalui  proses  hukum  yang  berlaku, termasuk  

memberikan  kesempatan  bagi  ASN  yang  bersangkutan  untuk  membela diri  dalam  sidang  

pengadilan.  Proses  pemberhentian  tidak  hormat  juga  harus memperhatikan   prinsip   keadilan,   

kesetaraan,   legalitas,   proporsionalitas,   dan kemanusiaan. Artinya, meskipun seseorang telah 

dipidana, ia tetap memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dalam proses administratif. 

Dalam konteks hukum administrasi negara, SK pemberhentian tersebut tetap memiliki kedudukan 

sebagai keputusan tata usaha negara yang dapat diuji apabila terdapat dugaan pelanggaran prosedur 

atau ketidakadilan. Dengan demikian, kedudukan SK pemberhentian ASN pasca putusan pidana 

bukan sekadar tindak lanjut formal dari putusan pengadilan pidana, tetapi merupakan tindakan 

pemerintahan yang harus menjunjung kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak warga 

negara. 

Dalam perspektif Teori Negara Hukum (Rechtsstaat/Rule of Law), Surat Keputusan (SK) 

Pemberhentian ASN pasca putusan pidana tetap merupakan keputusan tata usaha negara yang harus 

tunduk pada asas legalitas dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Putusan pidana yang 

telah berkekuatan hukum tetap memang menjadi dasar normatif pemberhentian, namun tindakan 

administratif berupa SK tetap harus memenuhi prosedur, kewenangan, dan asas-asas umum 

pemerintahan yang baik. Hal ini sejalan dengan penelitian Rosyad Syahidin dan Dewi Sulastri yang 

menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berfungsi memberikan perlindungan hukum 

terhadap keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, termasuk dalam 

sengketa kepegawaian ASN. Dengan demikian, SK pemberhentian tidak kebal dari pengujian hukum 

meskipun didasarkan pada putusan pidana(Syahidin 2025). 

2. Apakah Surat Keputusan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara pasca putusan pidana 

memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dapat dijadikan objek 

sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung 

Kedudukan hukum Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) pasca 

putusan pidana harus ditempatkan dalam kerangka hukum administrasi negara. Meskipun 

pemberhentian tersebut didasarkan pada putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum 

tetap, berakhirnya status kepegawaian tidak terjadi secara otomatis. Pejabat Pembina Kepegawaian 

tetap wajib menerbitkan keputusan administratif sebagai pelaksanaan kewenangan yang diberikan 

oleh peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 

Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian, SK pemberhentian merupakan tindakan hukum 

administrasi yang berdiri sendiri dan tidak melebur menjadi bagian dari putusan pidana. 

Dalam perspektif hukum administrasi, setiap keputusan pejabat pemerintahan harus tunduk 

pada asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Prinsip ini tidak hanya bersumber 
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dari Undang-Undang ASN, tetapi juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan. Artinya, keputusan pemberhentian harus diterbitkan oleh pejabat 

yang berwenang, mengikuti prosedur yang ditentukan, serta memiliki dasar hukum dan 

pertimbangan yang sah. Putusan pidana memang menjadi dasar faktual (peristiwa hukum), tetapi 

penerbitan SK tetap merupakan tindakan hukum administrasi yang harus memenuhi standar 

kewenangan, prosedur, dan substansi(Hartati et al. 2024) 

Secara normatif, apabila SK pemberhentian memenuhi unsur keputusan tata usaha negara 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara yakni penetapan tertulis, dikeluarkan pejabat yang berwenang, bersifat konkret, individual, 

dan final, serta menimbulkan akibat hukum maka keputusan tersebut berkedudukan sebagai objek 

sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara. SK tersebut bersifat konstitutif karena menciptakan akibat 

hukum baru berupa berakhirnya hubungan kepegawaian ASN yang bersangkutan. Oleh sebab itu, 

kedudukannya bukan sebagai perpanjangan dari putusan pidana, melainkan sebagai keputusan 

administratif yang memiliki akibat hukum tersendiri(Widyawati Boediningsih 2018). 

Dalam praktik di Pengadilan Tata Usaha Negara, termasuk di PTUN Bandung, pengujian 

terhadap SK pemberhentian dilakukan dengan menilai aspek kewenangan pejabat, ketepatan 

prosedur, serta kesesuaian substansi keputusan dengan peraturan perundang-undangan. Pengadilan 

tidak menilai kembali benar atau tidaknya putusan pidana, karena hal tersebut berada dalam 

kompetensi peradilan umum. Hal ini menegaskan bahwa secara yuridis SK pemberhentian ASN 

pasca putusan pidana tetap merupakan tindakan pemerintahan yang mandiri dan tunduk pada 

mekanisme pengawasan peradilan administrasi demi menjamin kepastian hukum, keadilan, dan 

perlindungan hak warga negara. 

3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PTUN Bandung terkait sengketa 

Surat Keputusan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara pasca putusan pidana? 

Pertimbangan hukum hakim dalam sengketa Surat Keputusan (SK) Pemberhentian ASN 

pasca putusan pidana pada dasarnya berfokus pada pengujian legalitas tindakan administratif, bukan 

penilaian kembali substansi putusan pidana. Dalam perspektif hukum administrasi negara, apa yang 

dinilai adalah apakah SK pemberhentian tersebut memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha 

Negara (KTUN) yakni penetapan tertulis yang dikeluarkan pejabat tata usaha negara, bersifat 

konkret, individual, final, dan mempunyai akibat hukum bagi ASN yang bersangkutan. Penilaian ini 

dilakukan walaupun putusan pidana menjadi dasar faktual pemberhentian, karena PTUN tidak 

memiliki kewenangan untuk menilai ulang putusan pidana itu sendiri, melainkan hanya menilai 

tindakan administratif yang lahir dari putusan tersebut(Zahra 2023). 

Dalam praktik PTUN Bandung, hakim menilai tiga aspek utama dalam uji administrasi 

tersebut. Pertama, dari aspek kewenangan, hakim menilai apakah Pejabat Pembina Kepegawaian 

yang menerbitkan SK memiliki kewenangan yang sah menurut ketentuan undang undang sebagai 

dasar legitimasi administratif, dan tidak bertindak di luar batas kewenangan yang diatur dalam 

hukum administrasi. Kedua, dari aspek substansi atau materiil, hakim memastikan apakah penerbitan 

SK pemberhentian ASN dilandasi putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dan apakah 

legalitas hukum dari dasar tersebut benar benar memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan 

yang relevan (termasuk norma yang mengatur pemberhentian ASN). Dalam aspek ini hakim tidak 

menilai keabsahan putusan pidana sendiri, tetapi menilai kembali apakah putusan pidana yang 

dipakai sebagai dasar administratif tersebut relevan dan sah secara hukum administrasi.  

Ketiga, dari aspek prosedural, hakim menilai apakah penerbitan SK telah mengikuti prosedur 

administratif yang benar serta memenuhi asas asas umum pemerintahan yang baik (seperti asas 

legalitas, asas kepastian hukum, dan asas kecermatan). Analisis terhadap prosedur ini mencakup 

pemeriksaan terhadap standar administratif, pemberian kesempatan kepada ASN untuk membela diri, 

serta ketentuan ketentuan formal lain yang harus dipenuhi dalam penerbitan SK. Jika hakim menilai 
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bahwa terdapat cacat kewenangan, cacat substansi, atau pelanggaran prosedural dalam penerbitan 

SK, maka hakim dapat menyatakan SK pemberhentian tersebut cacat hukum dan membatalkannya. 

Pandangan ini konsisten dengan yuridisnya fungsi PTUN yang menguji legalitas keputusan 

administratif sehingga memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan yang tidak 

sah. 

  

KESIMPULAN 

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Aparatur 

Sipil Negara (ASN) pasca putusan pidana merupakan keputusan administratif yang berdiri sendiri 

dalam kerangka hukum administrasi negara. Meskipun dasar pemberhentiannya adalah putusan 

pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, SK tidak terjadi secara otomatis dan tetap harus 

diterbitkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai prosedur, kewenangan, dan asas legalitas. SK 

ini memiliki kedudukan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena bersifat tertulis, 

konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum berupa berakhirnya status kepegawaian 

ASN. Dengan demikian, SK pemberhentian dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara apabila 

terdapat dugaan cacat kewenangan, prosedur, atau substansi. 

Dalam praktiknya, seperti yang terlihat di PTUN Bandung, hakim menilai legalitas SK 

berdasarkan kewenangan pejabat, prosedur penerbitan, dan kesesuaian substansi dengan peraturan 

perundang-undangan, tanpa menilai kembali putusan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa SK 

pemberhentian ASN pasca putusan pidana tetap tunduk pada mekanisme pengawasan peradilan 

administrasi dan menjunjung kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak ASN. Oleh karena 

itu, SK pemberhentian bukan sekadar pelaksanaan formal putusan pidana, melainkan tindakan 

pemerintahan yang memiliki akibat hukum tersendiri dan dapat diuji secara yuridis di ranah hukum 

administrasi negara. 

Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan, disarankan agar Pejabat Pembina Kepegawaian selalu 

memastikan setiap penerbitan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian ASN pasca putusan pidana 

dilakukan sesuai prosedur, kewenangan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini 

penting untuk mencegah terjadinya sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara dan menjamin 

kepastian hukum serta perlindungan hak ASN yang bersangkutan. Selain itu, pemberian kesempatan 

bagi ASN untuk membela diri sebelum penerbitan SK juga perlu dipastikan agar prinsip keadilan dan 

kesetaraan terpenuhi. 

Bagi ASN, disarankan untuk memahami hak dan mekanisme hukum yang tersedia apabila 

SK pemberhentian dianggap tidak sah atau cacat prosedur. Sementara itu, bagi praktisi hukum dan 

akademisi, penelitian ini menjadi acuan untuk mengkaji lebih lanjut praktik pemberhentian ASN 

dalam konteks hukum administrasi, khususnya terkait pemisahan antara akibat hukum putusan 

pidana dan tindakan administratif. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat penerapan prinsip Rule 

of Law dan menjamin administrasi kepegawaian yang transparan dan akuntabel. 
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